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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Pada era yang semakin canggih perkembangannya ini membuat 

berbagai aspek kehidupan berkembang semakin pesat pula. Salah satunya 

yaitu aspek perdagangan. Berbagai macam jenis barang atau jasa 

diproduksi sebagai suatu inovasi dari masa ke masa. Hal ini memicu 

banyaknya merek dagang yang bermunculan ke public.
1
 Merek 

(trademark) adalah salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang 

terdiri dari desain, ekspresi atau tanda untuk menetapkan identitas produk 

ataupun layanan yang didistribusikan kepada pemakai. Pengertian merek 

diatur dalam Pasal 1 Nomor (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016) yag berbunyi : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”  

                                                           
1
 Diyah Trimaryani dkk, 2019, Peran Citra Merek dalam Memediasi Inovasi Produksi 

terhadap Loyalitas Merek Pengguna Smartphone Samsung di Purwokerto, Jurnal Ekonomi, Bisnis 

dan Akuntansi (JEBA), Vol. 21, No. 3, hlm. 2.  
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Dapat disimpulkan, merek sebagai suatu identitas dalam 

mengidentifikasi barang atau jasa disebut dengan an indication of origin 

yaitu tanda dari wujud mulanya suatu merek.
2
 Dengan adanya merek, 

pemilik merek dapat memberikan a guarantee of quality yaitu adanya 

jaminan akan taraf kwalitas terhadap barang atau jasa tersebut. 
3
 

Fungsi utama dari merek ada tiga yaitu fungsi indikator kualitas 

yang berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan 

produk-produk ternama, fungsi indikator sumber yang berfungsi untuk 

menunjukkan suatu produk bersumber secara sah dan fungsi sugestif yang 

memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.
4
 Pemilik merek 

mendapatkan hak eksklusif dalam merek yaitu hak yang diserahkan oleh 

Negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dengan cara memakai 

sendiri merek tersebut atau dengan cara memberikan persetujuan kepada 

orang atau pihak lain untuk dapat menggunakan merek tersebut. Hak 

eksklusif ini bersifat sebagai rewards yang sesuai bagi para pembuat 

Kekayaan Intelektual. Melalui rewards yang didapat tadi, orang-orang 

yang memiliki kreatifitas didorong untuk bisa terus mengembangkan 

kemampuan cendekiawannya agar bisa digunakan memberi sokongan pada 

peningkatan dan kesadaran atas pentingnya sebuah merek. Dengan 

                                                           
2
 Rahmi Janed, 2007, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, 

Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 160. (Selanjutnya disebut Rahmi Janed I). 
3
 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi 

Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta,  hlm. 3. (Selanjutnya disebut Rahmi Janed II). 
4
 OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 359. 
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demikian, merek berguna sebagai unsur pembeda setiap produk dan jasa 

yang dibuat. 
5
 

Kedudukan merek berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual meliputi peran sebagai product identity yaitu tanda pengingat 

yang berfungsi untuk menyatakan ada bedanya produk badan hukum yang 

satu dengan produk bahan hukum yang lainnya, sebagai means of trade 

promotion yaitu sarana promosi dagang, sebagai quality quarantee yaitu 

sebuah garansi atau jaminan atas tolak ukur barang atau jasa yang 

memiliki kualitasnya baik atau tidak serta sebagai source of origin yaitu 

menunjukan berasal dari mana barang atau jasa yang diproduksi. 
6
 

Tujuan adanya merek yaitu memilah produk yang satu dengan yang 

lainnya yang berbeda merek sehingga dapat membantu konsumen dalam 

membedakan produk, merek juga bertujuan agar tiap produk atau jasa 

memiliki ciri khas tersendiri. Merek menyediakan tambahan penghasilan 

bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa berkualitas serta  

melindungi investasi perusahaan dalam rangka membentuk nama baik.
7
 

Pemegang hak atas merek diakui akan kepemilikannya apabila sudah ada 

bukti terhadap merek tersebut yaitu dilakukannya pendaftaran dan 

mematenkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat 

permohonan pendaftaran merek yaitu identitas diri Pemohon serta kapan 

permohonan dilakukan (jika melalui kuasa maka nama dan alamat kuasa). 

                                                           
5
 Asuan, 2022, Pendaftaran Hak Atas Merek, Solusi : Fakultas Hukum Universitas 

Palembang, Vol, 20, No. 1, hlm. 136. 

 
6
 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2001, Buku Panduan Hak 

Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM, Jakarta, hlm. 42. 
7
 Ibid, hlm. 312. 
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Diperlukan juga identitas lainnya dalam hal permohonan diajukan dengan 

hak proiritas yaitu mengenai nama negara dan tanggal permintaan merek, 

melengkapi dokumen dan surat pernyataan yang bersangkutan.
8
 

Tidak semua merek dapat didaftarkan kepada Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual karena alasan tertentu antara lain yaitu :  

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan 

dan aturan yang berlaku. Merek yang menggunakan nama atau lambang 

yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban 

umum tidak dapat didaftarkan. Oleh karena itu, merek yang 

menggunakan nama atau lambing yang bertentangan tersebut tidak 

dapat didaftarkan menyangkut dengan kebijakan publik suatu Negara 

yang mana proses mempraktikkannya tergantung pada norma-norma 

dan nilai moral yang diyakini oleh masyarkat sekitar. Sehingga 

memungkinkan akan terjadinya penolakan dari masyarakat. 

2.  Berisi unsur yang dapat menyesatkan atau memberi info yang salah 

terhadap masyarakat. Harus adanya kejelasan mengenai produk yang 

akan diniagakan. Merek yang digunakan harus berhubungan dengan 

barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 

3.  Berisi infomasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat 

dari barang atau jasa yang diproduksi. Merek yang dimohonkan harus 

berpinsip jujur dan seusai dengan barang atau jasa yang ingin 

diniagakan. 

                                                           
8
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 

2016 tentang Pendaftaran Merek. 
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4.  Tidak mempunyai daya pembeda dengan produk orang lain. Setap 

merek yang dimohonkan harus ada ciri khas tersendiri agar tidak 

menyerupai merek milik orang lain yang sudah ada pendaftarannya. 

Apabila merek yang dimohonkan sama dengan merek orang lain, maka 

merek tersebut tidak dapat didaftarkan. 

5.  Memakai nama atau lambang yang mana milik umum. Tidak 

diperbolehkan memakai merek yang kepemilikannya dianggap milik 

bersama. 
9
 

Indonesia menganut azas first to file yang berarti orang pertama yang 

melakukan permintaan permohonan pendaftaran hak atas merek maka 

pihak tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatkan hak merek 

tersebut. Apabila sudah mendapatkan hak atas merek ini maka akan 

memiliki yang namnya hak eksklusif kepemilikan merek tersebut dan 

mendapatkan perlindungan hukum.
10

 Permohonan pendaftaran merek tiap 

tahunnya terus meningkat, mengakibatkan sengketa pelanggaran merek 

juga meningkat. Menurut prinsip hukum merek pada umumnya, 

pelanggaran merek adalah pelanggaran yang menyebabkan adanya 

persamaan yang membingungkan, adanya pemalsuan yang secara 

substansial tidak dapat dibedakan dan adanya penurunan kapasitas suatu 

merek terkenal untuk mengidentifikasi barang atau jasanya terkait 

persamaan yang membingungkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari 

                                                           
9
 Khoirul Hidayah, 2017, Hukum HKI : Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 

hlm. 56. 
10

 Humaedi Abdurahman, 2020, Asas First To File dalam Kasus Hak Merek Nama 

Terkenal Bensu, Aktualita, Vol. 3, No. 1, hlm. 430. 
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hukum merek.
11

 Gugatan merek bersifat delik aduan yang hanya bisa 

diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi 

korban. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut 

digantungkan pada persetujuan dari yang merasa dirugikan yaitu pemilik 

merek atau korban.
12

 

Sengketa permasalahan dalam penelitian ini adalah dari Putusan 

Pengadilan Niaga No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst 

tentang gugatan pelanggaran penggunaan merek dan permintaan ganti rugi 

merek GOTO (Pasal 83 Ayat (1) UU Merek). Penggunaan merek GOTO 

milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia dituding 

melanggar hak penggunaan merek milik PT. Terbit Financial Technology. 

Keduanya telah mendaftarkan merek tersebut dan keduanya berada di 

kelas barang/jasa yang sama yaitu kelas 42. Tetapi, pada Petitum No. 10 

juga meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat 

yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak permohonan 

pendaftaran merek. Gugatan dari Penggugat dianggap obscuur libel atau 

kabur karena adanya perbedaan dalam gugatan. Tergugat I dan Tergugat II 

mengajukan gugatan rekonvensi tentang kompetensi absolut kewenangan 

mengadili dari Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tidak berwenang 

untuk memeriksa perkara ini karena yang memiliki kewenangan untuk 

                                                           
11

 Niru Anita Sinaga dkk, 2020, Pelanggaran Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam 

Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Jurnal Ilmiah Dirgantara, Vol. 10, No. 

2, hlm. 82. 
12

 Hukumonline, 2021, Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813 diakses pada 31 Januari 

2023. 
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menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek adalah Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan gugatan ini pun 

ditolak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjelaskan 

bahwasanya keputusanya memberikan merek “GOTO” kepada Tergugat 

meskipun keduanya berada di kelas barang/jasa yang sama karena berbeda 

jenis. Milik Penggugat berada di kelas 42 dengan jenis barang atau jasa 

aplikasi yang tidak dapat didownload tetapi dapat diprogramkan pada 

perangkat lunak komputer, pengembangan dan hosting pada perangkat 

lunak computer untuk aplikasi industry untuk pihak-pihak lain, dll.
13

 

Sedangkan milik Tergugat berada di kelas 42 dengan jenis barang atau jasa 

dekripsi data, Desain atau perancangan kendaraan bermotor, desain dan 

hosting portal web, desain dan pembuatan situs web, desain dan 

pengembangan basis data, desain dan pengembangan perangkat keras 

komputer, desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras, 

dll.
14

 Proses penerimaan atau penolakan permohonan merek menjadi 

kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bukan 

Pengadilan Niaga.
15

 

Permohonan sengketa merek dapat dilakukan di Pengadilan Niaga 

yang mana merupakan suatu lembaga yang menangani perkara pengadilan 

dan berada langsung di bawah Peradilan Umum. Berdasarkan 

                                                           
13

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2022, Sengketa GOTO: DJKI Klarifikasi 

Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya, https://dgip.go.id/artikel/detail-

artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya? 

kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, diakses pada 16 Januari 2023. 
14

 Ibid.  
15

 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013, Buku Panduan Hak Kekayaan 

Intelektual, Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM, Tangerang, hlm. 30. 

https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya
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kewenangannya, Pengadilan Niaga memutus perkara merek yang mana 

dalam hal ini Pengadilan Negeri kedudukannya membawahi Pengadilan 

Niaga.
16

 Pengadilan Niaga merupakan peradilan khusus yang 

berkedudukan dalam lingkungan peradilan umum. Yang mana upaya 

hukumnya dari kasasi ke Mahkamah Agung yang merupakan tingkat akhir 

peradilan dalam proses penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.
17

 

Pengadilan Niaga memiliki lima hal yang ingin diperluas dalam 

kewenangannya setelah Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 yang 

berisi pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah di 

Pengadilan Negeri lainnya yaitu pada sistem perbankan, iuran 

pertanggungan, pasar modal, perseroan dan Kekayaan Intelektual. 

Kekayaan Intelektual juga diperluas dengan menambahkan kewenangan 

investigasi konkurensi di merek serta paten. Merek merupakan salah satu 

yang ingin diperluas dalam kewenangannya karena sengketa merek terus 

meningkat. Adapun bidang–bidang yang dapat ditangani oleh Pengadilan 

Niaga antara lain Desain Industri dan juga tata Letak Sirkuit Terpadu.
18

  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

penelitian ini mencakup permohonan pendaftaran merek dan alasan 

penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menganalisis Putusan No. 

                                                           
16

 Serlika Aprita, 2019, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus 

Perkara Permohonan Peenyataan Pailit, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1, hlm. 66. 
17

 Eben Paulus Muaja, 2018, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan 

Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lex 

Crimen, Vol. 7, No. 6, hlm. 90. 
18

 Serlika Aprita, Op Cit, hlm. 68. 
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71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst yang mana Penggugat 

menuntut Para Tergugat dengan gugatan pelanggaran penggunaan merek 

dan permintaan ganti rugi merek GOTO (Pasal 83 Ayat (1) UU Merek). 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang di atas 

mencakup : 

1. Bagaimana alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan gugatan 

merek GOTO berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan untuk antara lain yaitu : 

1. Untuk mengetahui tentang alasan penolakan gugatan merek 

berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim 

terhadap penolakan gugatan merek GOTO berdasarkan putusan  No. 

71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas 

antara lain yaitu : 

1. Manfaat Toeritis  

Sebagai bahan hukum dalam rangka pengembangan pembelajaran 

hukum yang berisi permohonan pendaftaran merek, alasan penolakan 

gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sebagai suatu kontribusi 

dalam perspektif atau pemikiran dari sudut pandang yang berbeda serta 

sebagai sumber referensi untuk berbagai kajian ilmiah tentang 

perkembangan Kekayaan Intelektual dalam hal ini khususnya merek 

dan penolakan gugatan merek oleh Pengadilan Niaga terkait dengan 

sengketa merek serta dapat menjadi suatu acuan dalam perkembangan 

Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini mengandung manfaat praktis yang didalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal yaitu :  

a. Pemilik Merek  

Berguna dan bermanfaat bagi pemilik merek untuk melindungi 

haknya sebagai pemilik merek dan mendapatkan perlindungan 

hukum serta mengetahui pentingnya mendaftarkan merek dagang 

kepada  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 
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b. Pemakai Merek 

Bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pemakai merek yang ingin 

mengetahui tentang alasan penolakan gugatan merek berdasarkan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

c. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

Berguna dan bemanfaat dalam meningkatkan aturan tentang 

pendaftaran hak atas merek dan mempertegas aturan tersebut agar 

kedepannya aturan tentang pendaftaran hak merek ini menjadi lebih 

teratur lagi. 

 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain meliputi proses 

mengenai penyelesaian sengketa merek dalam putusan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst dengan memfokuskan pada pokok 

pembahasan meliputi alasan penolakan gugatan merek berdasarkan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Ruang lingkup penelitian ini juga disusun dengan merujuk 

kepada permasalahan inti tentang penolakan gugatan merek oleh 

Pengadilan Niaga terkait dengan sengketa merek GOTO.  
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F. KERANGKA TEORI 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kerangka antara lain yaitu : 

1.  Teori Justifikasi Kekayaan Intelektual  

Menurut Robert C. Sherwood terdapat lima prinsip dasar teori 

justifikasi Kekayaan Intelektual yaitu Reward Theory (Teori 

Penghargaan), Recovery Theory (Teori Pemulihan), Incentive Theory 

(Teori Insentif), Risk Theory (Teori Beresiko) dan Economic Growth 

Stimulus Theory.  

a. Reward Theory (Teori Penghargaan)  

Reward Theory atau teori penghargaan merupakan teori yang mana 

bahwa pembuat atau penemu akan diberikan penghargaan  

sebagaimana atas usaha sebagai penemu kekayaan intelektual yang 

telah ia lakukan. Penghargaan ini diberikan sebagai imbalan atas 

hasil karya dan berupa pengakuan terhadap hasil menciptakan karya 

tersebut. 

b. Recovery Theory (Teori Pemulihan) 

Recovey theory atau teori pemulihan merupakan teori yang mana 

bahwa pembuat atau penemu yang sudah mengeluarkan tenaga, 

waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh 

kembali apa yang sudah dihasilkannya. Penemu membutuhkan 

waktu recovery atas usaha yang sudah ia ciptakan. 

c. Incentive Theory (Teori Insentif) 
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Incenive theory atau teori insentif merupakan teori yang mana bahwa 

terkait untuk mengembangkan kreatifitas penemu Kekayaan 

Intelektual dapat diberikan insentif atau tambahan pengahasilan.  

d. Risk Theory (Teori Beresiko) 

Risk theory atau teori beresiko merupakan teori yang mana bahwa 

dalam proses pembuatan kekayaan intelektual selalu terdapat resiko. 

Merek dagang ialah hasil penelitian yang mengandung resiko 

sebagai suatu usaha untuk menciptakan sesuatu dalam jalannya suatu 

penelitian. 

e. Economic Growth Stimulus Theory 

Economic growth stimulus theory atau teori pertumbuhan ekonomi 

secara stimulus merupakan dasar dari hak milik atas KI sebagai 

suatu hal untuk mencapai tujuan dari membangun ekonomi negara. 

Dengan suatu sistem perlindungan yang efektif akan memberikan 

stimulus dalam pertumbuhan ekonomi Negara. 
19

 

Kelima teori-teori ini memiliki korelasi yang menghubungkan 

dengan Kekayaan Intelektual dikarenakan teori ini memberikan 

penjelasan mengenai diperlukannya pemberian perlindungan hukum 

terhadap Kekayaan Intelektual yang mana berhubungan dengan 

penelitian ini. 

                                                           
19

 Rika Ratna Permata dkk, 2021, Pelanggaran Merek di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 49. 
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2. Teori Penyelesaian Sengketa 

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin terdapat lima teori 

yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara 

mempraktikkan suatu penyelesaian yang lebih banyak dipakai oleh satu 

pihak atas pihak yang lainnya (contending), bersedia menerima 

kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan (yielding),  mencari 

alternatif bersama (problem solving), memilih meninggalkan sistuasi 

sengketa (with drawing) dan diam (in action).
20

 Dalam teori 

penyelesaian sengketa, tujuan pertanyaan adalah untuk membangun 

kembali hubungan antara pertemuan tanya jawab dengan keadaan yang 

sebenarnya terjadi. Dengan adanya hubungan antara tanya jawab 

dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, maka timbullah hubungan 

sosial maupun aturan hubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya. 

Hipotesis yang melihat hal ini dipandang sebagai hipotesis tujuan dari 

penyelesaian sengketa, khususnya perdebatan penyelesaian hipotesis. 

Terdapat tiga suku kata yang terkandung dalam tujuan pertanyaan yaitu 

hipotesa, pengaturan dan pertanyaan.
21

 Teori penyelesaian sengketa 

memiliki ruang lingkup yang meliputi berbagai jenis sengketa, faktor 

yang menyebabkan munculnya sengketa dan rencana (strategi) dalam 

penyelesaian sengketa.
22

 Teori penyelesaian sengketa memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini yang mana membahas mengenai 

                                                           
20

 Juwita Tarochi Boboy dkk, 2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi 

Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 2, hlm. 808. 
21

 Salim HS dkk., 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136. 
22

 Ibid, hlm. 137.  
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penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No. 

71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Menurut ahli dari Belanda yaitu Crombag, Wijkerslooth  dan MJ 

Cohen menjelaskan bahwasanya pertimbangan  putusan  hakim berawal  

dari  suatu  proses  psikologis  yang disebut  sebagai  penalaran regresif. 

Hakim  tidak  mulai  penalarannya  dari  nol,  melainkan  dari  suatu  

konseptualisasi   bagaimana   persoalan diselesaikan. Hakim yang 

memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia. Oleh 

karena itu, putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas 

manusia. Maka, pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi 

fisiologis dan psikis dari seorang hakim itu sendiri. Sehingga 

putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya. 

Pembuatan putusan oleh hakim adalah suatu proses psikologis yang 

disebut sebagai penalaran regresif. Dalam melakukan tugasnya, hakim 

tidak mulai penalarannya dari nol melainkan berawal dari suatu 

konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan 

diselesaikan. Hakim melakukan langkahnya dalam mengambil 

keputusan dilakukan secara lebih intuitif untuk menggapai konsep 

tersebut. Hakim juga melihat dari hal apa yang telah dikerjakan dalam 

waktu lalu yaitu berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian 

persoalan. Hal inilah yang secara intuitif dan digunakan oleh hakim 
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sebagai titik totak. Sikap hakim berkaitan dengan pembuatan putusan 

adalah faktor penting. 
23

 

Hakim dalam memutuskan perkara termasuk juga pada perkara ini, 

saat tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor menghasilkan 

peran. Faktor inilah yang membuat hakim melakukan proses integrasi 

dalam menyelesaikan konflik. Sehingga diambil kesimpulan, hakim 

merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Kompleksnya 

faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil 

keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas 

yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun 

kebaikan mental dan pribadinya.
24

 

 

G. METODE PENELITIAN  

Dalam  penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain yaitu: 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis 

normative yang mana memakai bahan primer dengan cara mengkaji 

data tersebut dan dimuat ulang ke dalam penelitian ini dan juga 

memakai bahan sekunder dari buku serta jurnal hukum lainnya. Dengan 

mengacu pada metode normative maka ilmu hukum diklasifikasikan 

                                                           
23

 Yunanto, 2019, Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim, Jurnal Hukum 

Progresif, Vol. 7, No. 2, hlm. 194. 
24

 Ibid, hlm. 197.  
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sebagai ilmu.
25

 Kajian hukum normative berguna untuk mempahami 

penerapan norma hukum berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada 

sehingga diperlukan suatu pemahaman terhadap unsur-unsur hukum  

tersebut.
26

  

Penelitian hukum ini juga disebut penelitian hukum doctrinal. 

Konsep hukum dalam penelitian ini berisi peraturan perundang-

undangan yang dipandang sebagai suatu norma hukum.
27

 Penelitian 

doktrinal mengkaji dari aspek-aspek seperti teori-teori hukum dan 

mempelajari peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan 

persoalan pada penelitian yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga 

bersifat kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan bahan dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.
28

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang dalam membahas 

ruang lingkup dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang esensi dari penelitian yang dibuat.
29

 Pendekatan penelitian yang 

ditulis menggunakan secara Undang-Undang dan pendekatan 

konseptual.  

 

                                                           
25

 Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 

4.  
26

 Soerjono Soekamto dkk , 2003,  Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, 

PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3. 
27

 Amiruddin dkk, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 118.  
28

 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Media, Bandung, 

hlm. 100. 
29

 I Made Pasek Diantha, 2016 , Metode Penelitian  Hukum Normatif,  Kencana, Jakarta, 

hlm. 156. 
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a. Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang) 

Pendekatan secara Undang-Undang merupakan suatu tipe penelitian 

dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

dasar acuan pada penelitian. Pendekatan secara Undang-Undang ini 

diterapkan dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan 

yang mana berhubungan dengan persoalan hukum dalam penelitian 

ini. 
30

 

b. Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) 

Conceptual approach atau pendekatan konseptual merupakan suatu 

pendekatan dengan cara menganalisa bahan hukum sehingga dapat 

diketahui makna yang terkandung. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh makna baru yang ada dari analisis bahan baku yang 

terkandung dalam teori dan prakteknya.
31

 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Berdasarkan permasalahan hukum  di atas maka bahan hukum 

penelitian yang dijadikan acuan tersebut diuraikan atas 3 (tiga) bahan 

hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan sesuai dengan 

permasalahannya yaitu :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi 

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum utama yang 

                                                           
30

 Saiful Anam, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian 

Hukum. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-peneli 

tian-hukum/, diakses pada 1 Oktober 2022. 
31

 M Hajar, 2017, Model-Model Pendekatan dan Penelitian Hukum dan Fiqh, Kalimedia, 

Yogyakarta, hlm. 41. 
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memuat segala ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi   

Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 252. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 5953. 

3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958. 

4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. 

Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 5599. 

5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076. 

6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi 

penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi buku, artiker 

ilmiah, jurnal hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain yaitu Putusan No. 71/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

yang meliputi ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Analisis Bahan Penelitian 

Analisis bahan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum 

normative yang menganalisis bahan hukum primer berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Adapula bahan hukum sekunder 

berdasarkan buku-buku dan jurnal hukum serta pendapat para ahli yang 

menjadi bahan penelitian ini. Analisis bahan penelitian ini juga dengan 

cara menafsirkan dan membahas bahan hukum yang diperoleh sesuai 

dengan teori hukum yang berlaku. 
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5. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bersifat deduktif yang 

merupakan penulisannya diambil berdasarkan gambaran umum yang 

mana keadaannya terdapat yang khusus dari yang umum. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan yang bersifat 

umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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